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BAB III 
PENUTUP 
A. Kesimpulan 
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian yang telah diuraikan, 
maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut : 
1. Pada saat ini Polisi Pamong Praja belum menegakan Peraturan Daerah 
Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Penanganan Gelandangan dan Pengemis khususnya dalam hal orang 
memberi uang kepada gelandangan dan pengemis secara seutuhnya. 
Hal ini dikarenakan Polisi Pamong Praja merasa masih susah bila 
menerapkan sanksi aturan tersebut terkait dengan orang yang memberi 
uang kepada gelandangan dan pengemis mengingat saat ini belum ada 
peraturan pelaksana khusus terkait dengan sanksi pemberi uang kepada 
gelandangan, sehingga upaya yang dilakukan oleh Polisi Pamong Praja 
pada saat ini hanya menggunakan upaya preventif yang berupa 
sosialisasi, himbauan, pencegahan dengan memasang baliho tentang 
larangan memberi uang kepada gelandangan dan pengemis.. 
2. Kendala yang dihadapi Polisi Pamong Praja terhadap Penegakan 
Hukum kepada orang yang memberi uang kepada gelandangan dan 
pengemis, yaitu : 
a. Kurangnya kesadaran hukum oleh masyarakat serta partisipasi 
masyarakat terhadap Perda Nomor 1 Tahun 2014 tentang 
Penanganan gelandangan dan pengemis khususnya Pasal 22 dalam 
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hal memberi uang kepada gelandangan dan pengemis ditambah 
dengan belum ada peraturan pelaksana oleh pemerintah Daerah 
Isimewa Yogyakarta terkait dengan pemberian sanksi kepada orang 
yang memberi uang kepada gelandangan dan pengemis. 
b. Pola pikir masyarakat yang masih susah untuk dirubah mengenai 
hal memberi uang kepada gelandangan dan pengemis, bahwa 
memberi uang kepada gelandangan dan pengemis itu merupakan 
tindakan amal kemanusiaan dan bukan meruapakan pelanggaran. 
B. Saran 
Berdasarkan pada kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat 
memberikan saran terkait hal penegakan hukum kepada orang yang 
memberi uang kepada gelandangan dan pengemis Polisi Pamong Praja 
yaitu : 
1. Kepada Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya 
menambahkan bagian tentang penerapan sanksi peraturan yang 
berkaitan dengan pemberian sanksi orang yang memberi uang 
kepada gelandangan dan pengemis serta polisi pamong praja tetap 
melaksanakan dan menerapkan Pasal 22 dan Pasal 24 Peraturan 
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2014 Tentang 
Penangangan Gelandangan dan Pengemis dengan upaya preventif 
maupun upaya koersif. 
2. Mengubah pola pikir serta kesadaran hukum kepada masyarkat 
bahwa memberi uang kepada gelandangan dan pengemis 
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merupakan suatu bentuk pelanggaran dan tindakan tersebut dapat 
dikenakan sanksi pidananya. Bila memang masyarakat ingin 
bertindak amal kemanusiaan bisa dilakukan melalui lembaga sosial 
atau lembaga keagamaan. Hal ini sesuai dengan yang telah diatur 
dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 
Tahun 2014 khususnya dalam Pasal 22 ayat (2). 
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